
 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

A. BUKU 

Aartje Tehupelory, 2012, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa 

Sukses  : Jakarta 

Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak 

Komersial, Kencana : Jakarta  

Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Grafindo Persada : Jakarta 

Bernhard Limbong, 2015, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, 

MaegarethaPustaka : Jakarta 

Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia : Yogyakarta 

J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti : Bandung 

J. Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Buku II, Citra 

Aditya Bakti : Bandung 

I Ketut Oka Setiawan, 2017, HukumPerikatan,SinarGrafika:Jakarta 

Kartini Muljadi & Gunawan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, 2002, Raja 

Grafindo Persada : Jakarta 

M. YahyaHarahap, 2008, HukumAcaraPerdata, SinarGrafika : Jakarta 

Maria S.W. Sumardjono,2009, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya, Kompas : Jakarta 

Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta 

Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit : Jakarta 

Ronny HanitijoSoemiro, 2009,MetodologiPenelitian Hukum danJurimetri, 

GhaliaIndonesia : Jakarta  

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press : 

Jakarta 

Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo : Jakarta 

Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT Intermasa : Jakarta 

Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti : Bandung 

Sudikno Mertokusumo, 1998,HukumAcaraPerdata Indonesia, Liberty: Yogyakarta  



 

Simorangkir, dkk, 2009, Kamus Hukum, Sinar Grafika : Jakarta 

Terence Ingman, 1998,The English Legal Process, Blackstone : London  

Wirjono Prodjodikoro, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum, Cetakan I, Bandung : 

Mandar Maju 

B. UNDANG-UNDANG 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 

H.I.R/RBg 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Cara Blokir dan Sita 

C. INTERNET   

https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli, diakses pada tanggal 

10 Oktober 2019  pukul 14.10  WIB 

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50d6af1d1bbcd/perlukah-persetujuan-

anak-jika-ibu-ingin-menjual-tanah-warisan, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 

pukul 20.00 WIB. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-

wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan, diakses pada 13 Oktober 2019 pukul 19.20 

WIB 

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-

hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana, diakses pada tanggal 18 Oktober 

2019 pukul 21.20 WIB 

https://pkbh.uad.ac.id/975, diakses tanggal 22 Oktober 2019 pukul 19.40 WIB 

D. JURNAL 

Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 2019, Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 

dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata, Vol.10. 

https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50d6af1d1bbcd/perlukah-persetujuan-anak-jika-ibu-ingin-menjual-tanah-warisan
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50d6af1d1bbcd/perlukah-persetujuan-anak-jika-ibu-ingin-menjual-tanah-warisan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana
http://pkbh.uad.ac.id/975

	A. BUKU
	J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti : Bandung
	B. UNDANG-UNDANG
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

